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BAB IlI
PENUTUP

A. Kesimpulan

Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang yang dilakukan oleh
kreditor terhadap debitor akan tercapai pada tujuan dari penundaan kewajiban
pembayaran utang dipengaruhi beberapa faktor, antara lain adalah faktor dari
itikad baik para pihak, dan juga faktor dari pihak hakim pengawas dan pengurus.
Itikad baik debitor yang bersungguh-sunngguh dalam mengurus harta
kekayaannya selama tenggang waktu tentu akan berakhir sesuai dengan tujuan
dari penundaan kewajiban pembayaran utang. Faktor berikutnya adalah peran
serta hakim pengawas dan pengurus yang membantu debitor mengurusi harta
kekayaan debitor sehingga debitor benar-benar mampu mengelolah kembali harta
kekayaannya, peran serta dari hakim pengawas dan pengurus benar-benar
dibutuhkan sesuai dengan apa yang telah ditentukan didalam Undang-Undang
B. SARAN

Terhadap perkara penundaan kewajiban pembayaran utang diharapkan
bagi hakim pengawas maupun pengurus lebih memahami secara dalam, dan
melihat apa tujuan dari debitor maupun kreditor dalam mengajukan permohonan
penundaan kewajiban pembayaran utang, agar penundaan kewajiban pembayaran
utang yang berjalan dapat sampai pada akhir dan tujuan dari penundaan kewajiban

penundaan kewajiban pembayaran utang dan tidak berakhir karena adanya itikad
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tidak baik dari para pihak, agar penundaan kewajiban pembayaran utang dalam

menyelesaikan masalah dapat berlangsung dengan semestinya.
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